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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

JI. MT. HARYONO No. 96/IV A & (0541) 7779725 Fax. 7779726
SAMARINDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINS! KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 414.4/ §O0/DPM-PD/V1/2021

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DESA / KAMPUNG DAN KELURAHAN
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : bahwa berdasarkan seleksi administrasi, penilaian video visualisasi
dan penilaian presentasi terhadap Desa/Kampung dan Kelurahan
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur oleh Tim Penilai Lomba
Desa/Kampung dan Kelurahan Tahun 2021, maka dipandang perlu
untuk menetapkan Juara Lomba Desa/Kampung dan Kelurahan
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan menetapkan
dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Rl Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Penerbitan dan Penandatanganan Produk Hukum
Daerah yang bersifat Penetapan Kepada kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan
Timur.

Memperhatikan  : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

2. Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 414.4/1912/DPMPD

tanggal 6 April 2021 Perihal Lomba Desa/Kampung dan Kelurahan
Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Juara Lomba Desa/Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2021, dengan susunan Juara Pemenang

sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran | dan I
Keputusan ini,
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KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2021.

KETIGA Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan . di Samarinda
PadaTanggal : 21Juni2021

NIP. 19660208 198701 1 003
Tembusan :

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

Bupati/Walikota se — Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
Ketua DPD LPM Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

Kepala DPMPD Kabupaten atau sebutan lain di Tempat.

. Kepala Bagian Pemerintah Kota atau sebutan lain di empat.
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LAMPIRAN | ! KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 414.4/80/DPM-PD/VI/2021 TENTANG PENETAPAN JUARA
LOMBA DESA/KAMPUNG DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021
SUSUNAN NAMA-NAMA JUARA LOMBA DESA/KAMPUNG PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

NO. | JUARA | DESA/KAMPUNG KECAMATAN KABUPATEN
1. | SUMBER AGUNG | BATU PUTIH BERAU
2. ] BUKIT RAYA SEPAKU PENAJAM PASER UTARA
3. m SEGENDANG BATU ENGAU PASER

Samarinda, 21 Juni 2021

p Utama Madya
NIP. 19660208 198701 1 003
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LAMPIRAN |l

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN

DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 414.4/80/DPM-PD/VI/2021 TENTANG PENETAPAN JUARA

LOMBA DESA/KAMPUNG DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA JUARA LOMBA KELURAHAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

NO. | JUARA KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
1. 1 SUMBER REIO BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN
2. ] GUNTUNG BONTANG UTARA BONTANG
3. i DADI MULYA SAMARINDA ULU SAMARINDA

Samarinda, 21 Juni 2021

TP. 19660208 198701 1 003
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GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

PENDELEGASIAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN
PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,
penandatanganan produk hukum daerah dapat
didelegasikan kepada Wakil Kepala Daerah, Sekretaris
Daerah dan/atau Kepala SKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pendelegasian Penerbitan Dan
Penandatanganan Produk Hukum Daerah yang bersifat
Penetapan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Otonom  Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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4. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang
Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si
sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin
Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Masa Jabatan 2013-2018;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PRODUK HUKUM
DAERAH YANG BERSIFAT PENETAPAN KEPADA KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
adalah Sekretariat, Dinas, Kantor dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

4. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan
perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengudangan dan
penyebarluasan.,

5. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan
meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan DPRD dan

berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 2

(1) Penerbitan dan penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat
penctapan didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

(2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Petugas Kearsipan,
i i:gxt{l?crsandmn , Caraka dan Sopir/Motoris;
i utusan tentang Pemberian Tunjangan Ekstra Fooding, Petugas
Kearmxep tEanll?*epo Arsip;
c. utusan tentang Pemberian j Pramu Tam
Hiy / : Tunjangan u u Ruangan
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d. Keputusan tentang Pemberian Tunij i PTSP:
jangan Khusus Pegawai PTS
e. Keputusan tentang Pemberian Tuni i F
Per, o njangan Persandian Pegawai Pengelola

f. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Peneliti;

g- Keputusan tentang Pemberian Tunjangan Pembina dan Anggota PAMDAL
pada Sekretariat DPRD serta e

Penetapan Besaran Honorarium Tenaga
Ahli DPRD;

h. Keputusan tentang Pemberian Tunjangan/Honorarium Petugas atau
sebutan lain;

i. Keputusan tentang Penetapan Pengurus/Penyimpan Barang;
j.~ Keputusan tentang Penetapan Analisis Jabatan;

<l§ Keputusan tentang Penetapan Juara/Hadiah atau Pemenang Lomba;

- Keputusan tentang Pemberian Bantuan Buku, Rak Buku, Perangkat
Teknologi Informasi Perpustakaan Umum:; :

m. Keputusan tentang Kepanitiaan/Tim atau sebutan lain pada Tim
Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur;

n. Keputusan tentang Kepanitisan/Tim atau sebutan lain pada
UPTD/UPTB yang personalianya tidak melibatkan instansi vertikal;

Keputusan tentang Penunjukan Narasumber / Fasilitator / Instruktur

Tenaga Ahli / Tim Ahli / Tim Peneliti / Moderator / Peserta / Petugas

Pendamping / Lapangan/Koordinator Lapangan pada SKPD dan

UPTD/UPTB SKPD;

P. Keputusan tentang Kepanitinan/Tim atau sebutan lain yang
personalianya hanya dari unsur SKPD/Lingkup SKPD di
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan Lembaga Non Pemerintah serta
tidak melibatkan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan
SKPD/Instansi lainnya (Pemerintah Provinsi/Vertikal).

0.

(3) Penerbitan dan penandatanganan produk hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan apabila diamanatkan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Penerbitan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
Kepala SKPD harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

Pasal 4

Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas penerbitan dan penandatanganan

serta pelaksanaan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1).

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penerbitan dan penandatanganan produk hukum daerah
yang bersifat penetapan,

r SKPD dapat berkonsultasi/berkoordinasi dengan Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.,
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Pasal 6
Peraturan Gubernur ini muylaj berlaku pada tanggal 1 Januari 2015,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

%ubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
mur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Februari 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRD HUKUM,

Pembina Tingkat 1
Nip. 19620527 198503 1 006
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